
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 10 TAHUN2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARRU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5),

Pasal 6 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 38 ayat (2} dan

Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barru

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Badan

Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2020

tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Mengingat

f



Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negsira Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negeira Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undaing-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembgiran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembsiran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

/



7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan i PERATURAN BUPATl TENTANG PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 13

TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilein Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Barru.

5. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.






















































































